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1. Latar Belakang

Salah satu dinamika penegakan hukum yang paling banyak mendapat
sorotan publik adalah penanganan perkara tindak pidana di bidang informasi
dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Kurangnya
pemahaman dan adanya perbedaan persepsi antaraparat penegak hukum
dalam menerapkan ketentuan dalam UU ITE berimplikasi terhadap kurang
optimalnya penanganan perkara tindak pidana di bidang informasi dan
transaksi elektronik. Oleh karenanya diperlukan suatu wadah koordinasi
yang intensif antaraparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak
pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, khususnya pada tahap
penyidikan yang dilakukan melalui lembaga prapenuntutan.

Penguatan prapenuntutan, baik melalui mekanisme pemberian petunjuk
oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, koordinasi, dan/atau konsultasi
diperlukan untuk menyamakan persepsi dan optimalisasi pengumpulan alat
bukti guna membuat terang tindak pidana di bidang informasi dan transaksi
elektronik dan menemukan tersangkanya. Mekanisme kerja yang dibangun
secara terpadu antara Penuntut Umum dan Penyidik pada tahap
prapenuntutan ini dilakukan guna keberhasilan penuntutan dan

penyelesaian penanganan perkara tindak pidana di bidang informasi dan















